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Prosedur
Penyelesaian
Sengketa

o

Pendaftaran

Pemohon mendaftarkan permohonan Arbitrase
kepada BAKTI.

Konfirmasi
Tuntutan akan diteruskan oleh BAKT| kepada
pihak yang dituntut (Termohon), dan meminta

jawaban terhadap tuntutan permohonan paling
lambat 14 hari.

A X

Penunjukan Arbiter

Pemohon & Termochon masing-masing
mengusulkan satu Arbiter, kemudian kedua
Arbiter terpilih bersama-sama menunjuk
Arbiter ketiga sebagai ketua Majelis Arbitrase.
Atau Para Pihak dapat menyepakati satu
Arbiter tunggal.

Penyelenggaraan Sidang

Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal
menyelenggarakan sidang pertama, Tuntutan
akan dinyatakan gugur jika Pemohon tidak
menghadiri sidang pertama, sedangkan jika
Termohon tidak menghadiri dua kali
persidangan, maka pemeriksaan dapat
diajukan dan diputuskan tanpa kehadiran
pemohon.

BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

CMINISTRY OF TRADE

BAKTI

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Sidang Pertama

Pada sidang pertama, Majelis Arbitrase/Arbiter
Tunggal akan mengupayakan perdamaian antara
Para Pihak. Apabila upaya perdamaian berhasil,
Majelis Arbitrase/ArbiterTunggal akan membuatkan
akta perdamaian. Namun jika gagal, maka

Arbitrase dilanjutkan.

Sidang Lanjutan

Arbitrase dilakukan secara tertutup dan menurut
peraturan & acara Arbitrase BAKTI. Proses
pemeriksaan lanjutan ini memakan waktu paling
lama 180 hari sejak Majelis Arbitrase/Arbiter
Tunggal terpilih. Batas waktu tersebut dapat
diperpanjang jika dipandang perlu oleh Majelis
dan disepakatiolah Para Pihak

] -~

Hasil Putusan

Dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan selesai
(Ditandai dengan penyerahan kesimpulan dari
Para Pihak). Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal
membacakan Putusan untuk segera dilaksanakan
oleh Para Pihak. Selanjutnya BAKTI akan
mendaftarkan Putusan tersebut pada Pengadilan
Negeri dimana termohon berdomisili.

Arbiter yang dipilih
adalah orang

perseorangan yang
tercatat dalam Daftar
Arbiter BAKTI

BERITA UTAMA
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AWAS,

Penipuan dengan kedok investasi sejauh ini
telah merambah ke berbagai jenis usaha,
tok terkecuali usoha perdagangan berjangka
komaditi [PBK].

Keuangan [0JK] merilis kabar terbaru:

Satgas Penanganan Dugaan Tindakan
Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan
Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi
atau Satgas Waspada Investasi menghentikan
kegiatan 11 entitas usaha yang bergerak dalam
pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan
dana investasi. Kegiatan kesebelas entitas
tersebut dihentikan karena mereka tidak memiliki
izin dari lembaga yang berwenang dan melakukan

Pada pertengahan Juli 2017 Otoritas Jasa

kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas Waspada Investasi adalah satuan
tugas yang dibentuk 0JK untuk mencegah
dan memberantas usaha pengumpulan dana
dari masyarakat dan pengelolaan investasi
ilegal. Di bawah koordinasi 0JK, dalam aksinya
Satgas Waspada Investasi melibatkan sejumlah
kementerian dan lembaga vyaitu Kementerian
Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Maodal
[BKPM], Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi,

dan dua lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan
dan Kepolisian RI. Belakangan juga disertakan
dalam Satgas vyaitu Bank Indonesia dan PPATK

(Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Pembentukan Satgas Waspada Investasi
dilatarbelakangi oleh maraknya penyelenggaraan
usaha pengumpulan dana dari masyarakat
dan pengelolaan investasi ilegal atau investasi
bodong yang merugikan masyarakat. Maraknya
penyelenggaraan investasi bodong di Indonesia
terjadi seiring dengan meningkatnya ekonomi
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INVESTASI BODONG.
WASPADALAH!

INVESTASI

Sejak dibentuk Satgas

Waspada Investasi pada tanggal 1

januari 2016 ada puluhan

entitas usaha investasi bodong

yang di adukan masyarakat.

masyarakat. Jumlah warga
berpenghasilan menengah ke
atas semakin bertambah. Mereka
bisa  hidup  berkecukupan dan
mampu menyisihkan sebagian dari
penghasilan mereka untuk ditabung.
Sebagianlagiingin berinvestasi melalui
berbagai sarana yang ada. Sayangnya,
hanya sedikit yang memahami
bagaimana berinvestasi secara
benar, aman dan menguntungkan.
Kelompok masyarakat inilah yang
menjadi  sasaran  dan  korban
dari penyelenggara investasi
bodong. Kelompok masyarakat
ini  biasanya tertarik iming-iming
yang ditawarkan yaitu keuntungan
besar yang bhisa diperoleh dalam
waktu singkat. Tetapi, sebenarnya,
semua tawaran menggiurkan itu
tidak mungkin diwujudkan karena
memang tidak masuk akal. Ujung-
ujungnya, para investor hanya
mendapati  kerugian.  Banyaknya
pengaduan yang disampaikan
masyarakat kepada Satgas Waspada
Investasi membuktikan  hal itu.

Sejak dibentuk Satgas Waspada
Investasi pada tanggal 1 Januari 2016
ada puluhan entitas usaha investasi
bodong yang diadukan masyarakat.
Sebagian dari jumlah itu sudah
dihentikan kegiatannya. Dalam tahun

2017 ada
43  entitas
usaha yang
ditutup karena
tidak  memiliki izin
dan merugikan masyarakat.

Kerugian  yang diderita oleh
masyarakat akibat penipuan dengan
kedok investasi dalam beberapa tahun
terakhir mencapai trilyunan rupiah.

Perdagangan Berjangka Komoditi
Penipuan dengan kedok investasi
sejauh ini telah merambah ke berbagai
jenis usaha, tak terkecuali usaha
perdagangan berjangka komoditi
(PBK]. Kepala Bappebti Bachrul
Chairi di Jakarta, Rabu (19/7/2017],
mengungkapkan, selama dua
tahun terakhir ada kecenderungan
meningkatnya pertumbuhan industri
PBK. Hal ini tidak lepas dari pengaruh
pertumbuhan ekonomi nasional dan
global. Pada tahun 2015 transaksi PBK
naik 7,1 persen. Kenaikan juga terjadi
padatahun 2016, mencapai 6,4 persen.
Namun pada semester pertama 2017
terjadi penurunan sekitar 5,67 persen
dibanding semester pertama tahun
sebelumnya. Menurut Bachrul, hal
itu terkait kelesuan ekonomi secara
umum.

“Itu konteks ekanominya,”

BERITA UTAMA

k' ungkapnya.
Tetapi, Bachrul
F menunjuk adanya
konteks lain yaitu
maraknya pialang ilegal
(illegal broker) yang beroperasi

di Indonesia. Transaksi PBK tahun
2016 misalnya, mencapai 7 juta
lot. Namun, jumlah itu diperkirakan
hanya 40 persen dari kontrak yang
sebenarnya. “Jadi, ada 60 persen yang
tidak tercatat. Ini karena peranan
illegal broker yaitu perusahaan luar
negeri yang beroperasi di Indonesia
melalui introducing broker (IB]. Mereka
itu tidak memiliki izin dari Bappebti,”
jelas Bachrul. Perusahaan mereka
ada di China, Singapura, Malaysia,
dan sejumlah negara lain, tetapi
tidak memiliki kantor di Indonesia. Di
sini mereka hanya numpang alamat.
Dijelaskan Bachrul, selain IB yang
tidak memiliki kantor di Indonesia
ada juga illegal broker dengan
perusahaan di Indonesia, tetapi
tidak memiliki izin dari otoritas yang
berwenang yaitu Bappebti. Ada juga
yang menggunakan modus menyaru
perusahaan - perusahaan asing
dengan membuat website dengan
nama mirip perusahaan di luar negeri.

“Dengan nama yang mirip itu, mereka

beroperasi  seakan-akan sebagai
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perusahaan legal,” ujar Bachrul.

Bappebti selama ini cukup aktif
menelisik aktivitas para penyelenggara
investasi bodong, khususnya
menyangkut perdagangan berjangka
komaditi (PBK]. Bekerjasama dengan
Kementerian Komunikasi dan
Informasi, Bappebti memblokir situs-
situs online yang ditengarai melakukan
usaha terkait investasi PBK ilegal.
Sejak tahun 2014 hingga pertengahan
tahun 2017 ada 148 website.
Dikatakan Bachrul, upaya membatasi
gerak para penyelenggara investasi
bodong melalui website perlu terus
menerus dilakukan. Hal ini mengingat,
membuat website sangat mudah.

“Kita akan tingkatkan monitoringnya.
Sekarang masih bulanan, nanti kita
tingkatkan menjadi dua mingguan

dan kalau perlu setiap minggu.
Aspebtindo [Asosiasi Perdagangan
Berjangka Komoditi Indonesia]
setiap minggu ke-3 memberikan
laporan hasil pemantauan
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mereka terhadap
anggotanya atau temuan mereka
tentang web ilegal,” jelas Bachrul.

Bukan hanya memblokir situs
online mereka, Bappebti bersama
aparat  penegak  hukum  juga

menghentikan kegiatan yang mereka
selenggarakan untuk menarik dana
dari (calon] nasabah. Menurut Bachrul,
untuk merekrut nasabah para pialang
ilegal itu biasanya menyelenggarakan
kegiatan dengan label seminar,
kursus atau pelatihan forex. “Mereka
mengadakan seminar. Namun, tujuan
utamanya sebenarnya menarik dana
dari masyarakat,” ungkap Bachrul.

Dari tahun 2015 hingga Juli 2017
ada 40 kegiatan ilegal di bidang
perdagangan berjangka komoditi
yang dihentikan Bappebti bersama
aparat penegak hukum. Sebagian
dari penyelenggara kegiatan diproses
secara hukum. “Misalnya, ada seminar
kemudian kita periksa ternyata ilegal,
kita bubarkan dan kita tutup. Kalau ada

anggota- kerugian kita juga periksa lehih lanjut

bekerjasama dengan polisi. Bappebti
sendiri  memiliki PPNS [Penyidik
Pegawai Negeri Sipil),” tegas Bachrul.

Menyangkut perdagangan
berjangka komoditi, aksi pialang
ilegal juga menyasar masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah.
Mereka menawarkan kontrak-
kontrak mikro yang nilainya relatif
kecil. “Kontrak mikro ini jumlahnya
banyak dalam perdagangan berjangka
komoditi,” ungkap Bachrul. Kepala
Bappebti ini mencontohkan, untuk
produk CPO (crude palm oil] atau
minyak sawit mentah, ada kontrak
mikro 10-20 ton, sedangkan kopi ada
kontrak mikro 5 ton. Kontrak-kontrak
ini bisa dijual dengan nilai kecil antara
100 ribu hingga satu juta rupiah.

“Nah, karena relatif kecil, kemudian
ditawarkan kepada masyarakat yang
mungkin tidak mengerti tetapi tertarik
dengan iming-iming  keuntungan
besar. Akibatnya, banyak ibu rumah

tangga yang uangnya terbatas ikut-

ikutan bisnis ini,” tutur Bachrul.
Padahal bisnis perdagangan berjangka
semestinya diikuti oleh orang yang
punya cukup uang. Kalau uangnya
terbatas, begitu rugi langsung habis.

Bachrul menegaskan,  hisnis
berjangka komoditi bersifat high
risk high return. Oleh sebab itu, para
nasabahnya harus benar - benar
mendapat perlindungan. Bagi
perusahaan berjangka, banyak
persyaratan yang harus dipenuhi.
Untuk menjadi direksi atau komisaris
perusahaan perdagangan berjangka,
misalnya, harus diuji, harus
diakreditasi. “Wakil pialang saja harus
lulus ujian terlebih dahulu. Belum lagi
soal modal yang disetor, laporan harian,
laporan bulanan dan sebagainya.
Kalau tidak memenuhi persyaratan
kita tegur, lalu kita tutup,” kata Bachrul.

Edukasi Pada Masyarakat

Kepala Bappebti Bachrul Chairi
menyatakan, ketentuan perundang-
undangan tentang perdagangan
berjangka komoditi sudah  baik.
Selain mengatur persyaratan
ketat bagi perusahaan berjangka,
UU No 10 Tahun 2011 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi
juga mencantumkan sanksi berat
bagi pelanggaran di bidang usaha ini
berupa hukuman penjara 5-10 tahun
dan atau denda antara 10 hingga 20
milyar rupiah. Berkaitan dengan upaya
menanggulangi investasi bodong,
Bachrul  menunjuk  pembentukan
Satgas Waspada Investasi sangat baik.
Adanya Satgas tersebut memudahkan
koordinasi antar lembaga, sehingga
upaya-upaya penindakan terhadap
pelanggaran - pelanggaran yang
terjadi  lebih  mudah  dilakukan.

Bappebti sebagai bagian dari
Satgas Waspada Investasi mewakili
unsur Kementerian Perdagangan
juga terus melakukan koordinasi
dengan berbagai pihak, tidak hanya
di tingkat pusat, tapi juga di daerah-
daerah. Awal Juli 2017 misalnya,

Bappebti bekerjasama dengan
Dinas Perdagangan dan aparat
penegak hukum Kota Surakarta

menyelenggarakan Rapat Koordinasi
(Rakor) Penanganan Kasus Hukum di
Bidang PBK di Surakarta, Jawa Tengah.
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan Bappebti,
Sri Hariyati, menyatakan, rakor ini
bertujuan menyamakan persepsi

BERITA UTAMA

di antara semua aparat penegak
hukum, serta menyusun langkah-
langkah konkret penanganan kasus
pelanggaran ketentuan di bidang
perdagangan berjangka, baik
yang dilakukan oleh mereka yang
yang tidak memiliki izin, maupun
yang memiliki izin dari Bappebti.

Sri. mengharapkan masyarakat
berhati-hati dalam mengikuti kegiatan
yang berkedok pelatihan, seminar,
atau workshop forex secara gratis
yang ujung-ujungnya menawarkan
peserta menjadi nasabah  dan
selanjutnya melakukan transaksi forex
dengan iming-iming pasti untung
dan penghasilan tetap (fixed income).

“Investasi di hidang PBK memiliki
tingkat risiko tinggi. Oleh karena
itu, masyarakat perlu lebih jeli dan
teliti apabila mau berinvestasi dan
memilih perusahaan pialang yang
telah memiliki izin dari otoritas yang
berwenang, dalam hal ini Bappebti,”
tegas Sri. Saat ini terdapat 65
perusahaan pialang berjangka, 2
bursa berjangka, 2 kliring berjangka
yang telah memperoleh izin usaha dari
Bappebti, dan 1 asosiasi yang telah
mendapat persetujuan dari Bappebti.
Sri mengingatkan masyarakat yang
ingin berinvestasi di bidang PBK untuk
mengecek legalitas perusahaannya
di Bappebti. “Hal itu hisa dilakukan
dengan mengakses website Bappebti
(www.bappebti.go.id),” ujar Sri Hariyati.

Memang, untuk memberantas
penipuan berkedok investasi
tidak cukup dengan penegakan
hukum. Menurut Kepala Bappebti
Bachrul Chairi, tak kalah pentingnya
yaitu melakukan edukasi kepada
masyarakat agar mereka tidak mudah
tertipu dan menjadi korban investasi
bodong. Bappebti, tegas Bachrul,
pun berusaha melakukan edukasi
kepada masyarakat dalam berbagai
kesempatan.
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1. Kenali profil investasi diri
Setiap orang punya tujuan investasi yang berbeda-beda, jangka waktu investasi yang tidak seragam,
penerimaan terhadap risiko yang berbeda, serta mengharapkan tingkat keuntungan (return] yang
berbeda juga.

2. Pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan
Berdasarkan pada pengenalan pada profil investasi, maka seseorang dapat memilih jenis dan produk
investasi yang cocok dengan dirinya.

3. Perhatikan aspek legalitasnya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya
Setelah paham akan jenis dan produk investasi yang dibutuhkan, maka pada waktu akan membeli
produk investasi harus dipastikan apakah lembaga yang menjual atau menawarkan produk tersebut
telah memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidang usahanya.

4. Pahami siapa regulatornya
Pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi
dimaksud. Hal ini diperlukan untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi di masa mendatang.

5. Bacadengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk.
Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan
kewajibannya, manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk.
Jika masih ragu atau bingung tentang suatu tawaran investasi, masyarakat dapat menanyakannya
ke masing-masing kontak regulator terkait :
Otoritas Jasa Keuangan
Kementerian Perdagangan (Bappebti]
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Komunikasi dan Informasi

@ CIRI - CIRI PENIPUAN INVESTASI
) 2

1. Return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal]
dan/atau dalam jumlah yang dipastikan;

2. Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu,
seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank dan lain-lain;

3. Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk
meyakinkan calon investor;

4. Dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account (akun yang terpisah] agar mudah
digunakan secara tidak bertanggung jawab.

(Sumber: https://waspadainvestasi.ojk.go.id/faq]
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Berikut ini beberapa pasal peraturan berkaitan

dengan sanksi terhadap investasi bodong berdasarkan
UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997

Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:

Pasal 71

(1) Setiap Pihak yang melakukan
kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa
memiliki izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1], Pasal
25 ayat (2], Pasal 31 ayat (1), Pasal
34 ayat [1), atau Pasal 39 ayat (1],
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima] tahun dan paling lama
10 (sepuluh]) tahun, dan denda paling
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah] dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).

(2] Setiap Pihak yang melakukan
kegiatan tanpa memiliki persyaratan,
persetujuan, atau penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Pasal 14 ayat (2], Pasal 14 ayat
(3), Pasal 30A ayat [1), Pasal 30A ayat
(2), Pasal 32, atau Pasal 36 ayat (2]
dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima] tahun dan paling lama
10 (sepuluh]) tahun, dan denda paling
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah] dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar
rupiah).

(3) Setiap Pihak yang melakukan
kegiatantanpamemilikiizinsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3], pasal
34 ayat (3], atau Pasal 39 ayat (3] atau
tanpa memiliki sertifikat pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35A ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu] tahun

dan paling lama 3 (tiga] tahun, dan/atau
denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah] dan paling
banyak  Rpl.500.000.000,00 (satu

miliar  lima ratus juta rupiah].

PENJELASAN PASAL 5 Hurufb

Yang dimaksud dengan “melindungi
kepentingan semua Pihak” adalah
terhindarnya masyarakat dari praktik
perdagangan yang merugikan, antara
lain, membujuk dengan menjanjikan
keuntungan, memberikan informasi
yang menyesatkan, tidak menyalurkan
amanat Nasabah sesuai dengan
perintah,  melaksanakan  transaksi
tanpa sepengetahuan atau tanpa
perintah Nasahah, tidak menjelaskan
risiko yang dihadapi kepada calon
Nasabah, dan tidak menempatkan dana

Nasabah pada rekening yang terpisah.

PENJELASAN PASAL 6 Huruf n

Yang dimaksud dengan “promosi
yang menyesatkan” adalah pernyataan
yang berkaitan dengan kegiatan
Perdagangan Berjangka yang meskipun
benar, Perdagangan Berjangka
dapat menimbulkan gambaran vyang
menyesatkan pemahamannya, antara
lain: 1) memberikan informasi yang tidak
sesuai dengan fakta; 2] menjanjikan
keuntungan tanpa memberitahukan
risiko yang dihadapi; atau 3] mengajak
atau menganjurkan untuk membeli dan/
atau menjual Komaditi berdasarkan
Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif

BERITA UTAMA

yang kuat. Langkah-langkah yang
harus dilakukan oleh Pihak vyang
melakukan kesalahan, antara lain:
1] menghentikan atau memperbaiki
pernyataan yang telah disebarluaskan;
2] membuat pernyataan pengakuan
dan permohonan maaf atas kesalahan
tersebut; dan/atau 3] membayar ganti
rugi yang ditetapkan, baik dengan
penyelesaian  melalui  musyawarah
untuk mencapai mufakat, arhitrase,
maupun melalui putusan pengadilan.

PENJELASAN PASAL 6 Huruf s

Yang dimaksud dengan “tindakan
yang diperlukan untuk mencegah
kerugian masyarakat” adalah tindakan
yang bersifat penting dan segera
harus  diamhil untuk  melindungi
masyarakat dari pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-Undang ini dan/
atau peraturan pelaksanaannya,
antara lain: 1] memutuskan cara
penyelesaian transaksi apabila
Lembaga Kliring Berjangka tidak mampu
menyelesaikan  transaksi  tertentu;
2] membekukan transaksi Kontrak
Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif lainnya
tertentu; dan/atau 3] meminta Bursa
Berjangka dan/atau Lembaga Kliring
Berjangka menindak anggotanya yang
melakukan pelanggaran dan apabila
perlu, mengambil tindakan hukum
sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif *selengkapnya bisa dilihat pada:

lainnya  tertentu  tanpa  analisis

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/
UU_2011_10.pdf
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Peran Sistem Resi Gudang

Lampung Tengah, € W17

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TEH;-’*H"m ]'E

dalam Pembangunan
Ekonomi Daera

Pemerintah berkepentingan mengembangkan SRG di daerah. Karena fluktuasi harga komoditas khususnya pangan
berkantribusi signifikan terhadap tingkat inflasi doerah dan tingkat inflasi yang terjadi di daerah akan menentukan
seberapa besar tingkat inflasi secara nasional.

icara Sistem Resi Gudang berarti
Bngomong soal aktivitas ekonomi

yang terus bertumbuhkembang.
Dari sejak mulai dilaksanakan di
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,
dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur,
pada tahun 2008, kini keberadaannya
semakin meluas.

Dalam acara Literasi Sistem Resi
Gudang (SRG) di Lampung Tengah,
Kamis [13/7), Kepala Bappebti, Bachrul
Chairi, mengungkapkan SRG telah
diterhitkan di 77 kabupaten/kota
yang tersebar di 21 propinsi. Secara
kumulatif, jumlah resi gudang yang
telah diterbitkan sampai dengan 30 Juni
2017 di gudang SRG milik pemerintah
maupun swasta sebanyak 2.473 resi
dengan total volume 88.867,84 ton
senilai Rp504,2 miliar yang terdiri dari
73.759,53 ton gabah, 8.042,10 ton
beras, 5.704,77 ton jagung, 721,57 ton
kopi, 605,57 ton rumput laut, 3,14 ton
kakao, dan 31,16 ton rotan.

“Sebagai instrumen pembiayaan,
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kehadiran SRG juga telah memberikan
manfaat nyata kepada para pelaku

usaha terutama petani, kelompok tani,

gapoktan maupun koperasi melalui
pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang
(S-SRG] dengan bunga 6 % per tahun
atau 0,5 % per bulan,” kata Bachrul
Chairi kepada para peserta dari para
petani, gapoktan, koperasi, mahasiswa
dan juga pihak terkait dengan SRG.
Pemhiayaan Resi Gudang telah
dilakukan oleh lembaga keuangan bank
seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank

Kalsel, Bank Jateng, Bank Lampung,
BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto,

maupun Lembaga Keuangan Non-Bank
yaitu PKBLPTKliring BerjangkaIndonesia

(Persero] dan LPDB Kementerian KUKM.

Total nilai pembiayaan yang telah
diberikan sampai 30 Juni 2017 sebesar
Rp. 297,3 miliar.

Lehih jauh Bachrul Chairi
menjelaskan sebagai suatu sistem
yang memiliki peran dan fungsi yang
sangat strategis, upaya pelaksanaan

e ———

SRG tidak lantas berjalan tanpa
tantangan. Tantangan vyang paling
penting adalah menjaga integritas
SRG di mata masyarakat, pelaku usaha
maupun lembaga keuangan. “Belum
terselenggaranya mekanisme jaminan
yang mencakup seluruh  potensi
kerugian dalam pelaksanaan SRG
menjadi batu sandungan tersendiri bagi
SRG guna menciptakan iklim usahayang
kondusif dan kompetitif,” ujarnya.

Regulasi untuk jamin kepercayaan
Untuk mengatasi tantangan
tersebut dan wujud nyata komitmen
pemerintah dalam menjaga integritas
pelaksanaan SRG, pemerintah telah
membuat regulasi yang diharapkan
dapat memberikan kepastian hukum,
perlindungan bagi para pemangku
kepentingan serta mendorong
tumbuhnya peluang dan iklim usaha
yang sehat bagi pelaku usaha. Yang
pada gilirannya akan menciptakan
sebuah sistem yang dapat dipercaya

oleh pelaku SRG maupun Ilembaga
keuangan.

Regulasi itu telah dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2016 tentang Lembaga
Pelaksana Penjaminan Sistem Resi
Gudang dimana Perum Jamkrindo
ditetapkan sebagai lembaga Pelaksana
Penjaminan tersebut. Perum Jamkrindo
bertugas mengelola Dana Jaminan yang
melindungi pemilik barang maupun
lembaga pembiayaan dari risiko yang
dapat terjadi akibat wanprestasi atau
ketidakmampuan Pengelola Gudang
menjalankan kewajiban dan tanggung
jawabnya dalam menjaga kualitas dan
kuantitas barang sebagaimana tertera
pada Resi Gudang.

Dengan adanya Lembaga Pelaksana
Penjaminan SRG, petani dan para
pelaku usaha lainnya menjadi lebih yakin
dan merasa aman untuk memanfaatkan
SRG. Lembaga keuangan juga tidak lagi
ragu dalam memberikan pembiayaan
SRG, sehingga dapat menggerakkan
roda perekonomian di daerah yang akan
berdampak secara nasional.

SRG tekan inflasi daerah

Pemerintah berkepentingan
mengembangkan SRG di daerah. Karena
fluktuasi harga komoditas khususnya
pangan berkontribusi signifikan
terhadap tingkat inflasi daerah dan
tingkatinflasiyang terjadididaerah akan
menentukan seberapa besar tingkat
inflasi secara nasional. Implementasi
SRG secara nasional dapat membantu
pemerintah  dalam  mengendalikan
ketersediaan dan kelancaran distribusi
komoditi pangan, serta meningkatkan
daya beli masyarakat, sehingga tingkat
inflasi dapat ditekan.

Di lain sisi, pintu perdagangan
antar negara ASEAN semakin terbuka
lebar sejak diterapkannya Masyarakat

Ekonomi ASEAN pada Desember 2015.

Hal ini mengharuskan Indonesia
mengkondisikan  diri  menghadapi
berbagai laju transaksi barang dan jasa
di kawasan Asia Tenggara yang semakin
ramai dan meningkat.

Kondisi ini tentunya tidak hanya
merupakan ancaman, melainkan juga
memberikan harapan dan peluang
untuk mempercepat laju pertumbuhan
perekonomian Indonesia. Karena itu,
upaya meningkatkan kualitas produk
maupun komoditas dalam negeri harus
terus dilakukan melalui penciptaan
suatu instrumen pembiayaan
perdagangan yang dapat dengan
mudah dimanfaatkan oleh para pelaku
usaha baik UKM maupun pahbrikan untuk
menambah cash-flaw, sehingga tetap
mampu meningkatkan nilai tambah
terhadap produk yang dihasilkan
walaupun modal yang dimiliki terbatas.

SRG ternyata juga mampu menjadi
solusi yang efektif untuk menjawab
permasalahan tersebut. Melalui
Undang-Undang Nomar 9 Tahun
2006 tentang Sistem Resi Gudang
sebagaimana diubah dengan Undang
Undang Nomar 9 Tahun 2011, Indonesia
memiliki instrumen keuangan dan
perdagangan yang memberikan pilihan
bagi Petani, UKM maupun pelaku usaha
lainnya untuk memperoleh pembiayaan
dari lembaga keuangan dengan agunan
hanya resi gudang.

SRG mereposisikan kembali
komoditas pertanian sebagai suatu
barang yang memiliki nilai ekonomis dan
layak dipergunakan sebagai jaminan
guna memperoleh pembiayaan dari
lembaga keuangan tanpa diperlukan

RESI GUDANG

jaminan lainnya seperti fixed asset
(tanah, rumah, kendaraan bermotar,
dan sebagainya]. Instrumen ini
merupakan komitmen pemerintah guna
memberdayakan petani maupun UKM
kita yang kurang memiliki posisi tawar
dan terbatasnya pilihan selain menjual
hasil budi dayanya pada saat panen raya
dengan harga yang umumnya sedang
berada pada titik terendah, bahkan tidak
jarang petani kita melakukan penjualan
sebelum panen.

“SRG memiliki peran lebih dari sekadar
tunda jual dan pembiayaan. SRG mampu
menjaga harga tidak jatuh (stabil],
memutus rantai pasok pedagang yang
panjang, dan menjadikan pemenuhan
standar mutu menjadi suatu kebutuhan.
Melalui SRG, pemenuhan komoditas
pangan yang berkualitas dengan harga
yang terjangkau di tingkat masyarakat
dan keuntungan di tingkat petani dapat
terwujud, over supply atas hasil panen
dan defisit komoditas dapat dikelola
dengan baik,” tambah Bachrul Chairi.

Selain itu, dengan adanya Sistem
Informasi pada SRG, ketersediaan data
dan sebaran stok cadangan komoditas
menjadi akurat dan tidak diragukan
validitasnya. Melalui Sistem Informasiini,
pemerintah dapat mengambil kehijakan
yang tepat terkait dengan penyeharan
dan penyediaan bahan pangan di
daerah-daerah dalam menciptakan
kedaulatan pangan nasional.
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Pasar Lelang Gula
Kristal Rafinasi Segera
Dilaksanakan

Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui pasar lelang
sangat membantu UKM mendapatkan akses langsung gula dari penjual

secara transparan

alan berliku lelang Gula Kristal
J Rafinasi (GKR] menemukan

sosoknya. Menyusul dipilihnya PT.
Pasar komoditas Jakarta [PKJ]) sebagai
penyelenggara lelang GKR berdasarkan
surat keputusan Menteri Perdagangan
No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang
Penetapan Penyelenggara Pasar lelang

Gula Kristal Rafinasi, Kepala Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka
komoditi (Bappebti], Bachrul Chairi,

menegaskan lelang GKR dapat segera
dilaksanakan, paling lambat awal
Oktober 2017.

Semestinya lelang GKR dilakukan
bulan Juni lalu. Namun, Kementerian
Perdagangan (Kemendag] menundanya
hingga awal Oktober 2017. “Menteri
Perdagangan melihat sosialisasi
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lelang tampaknya masih
Pemahamannya masih belum sama.
Kami saja masih belum sama, apalagi di
daerah,” ujar Bachrul Chairi di Auditorium
Utama Kemendag, Senin (10/7].

Selama penundaaan Kemendag
membuka diri jika publik ingin
memberikan masukan demi kelancaran
pelaksanaan lelang nantinya. Di saat
yang bersamaan, Kemendag juga akan
melakukan persiapan yang lebih matang.

Pasar lelang GKR merupakan pasar
lelang elektronik yang menggelar
transaksi jual beli gula kristal rafinasi
secara online dan real time dengan
metode Permintaan Beli ([Bid] dan
Penawaran Jual (Offer]. Adapun, volume
penjualan atau pembelian sebanyak 1
ton, 5 ton, dan 25 ton.

o .~
V) g

kurang. «

Melalui

mekanisme pasar
komoditi. Perdagangan GKR bagi industri
makanan dan minuman [mamin] di

lelang

Indonesia sekarang menjadi lehih
mudah dan dapat dilakukan langsung
oleh pelaku industri.

Menurut Bachrul, pengaturan
perdagangan GKR melalui pasar lelang
diharapkan dapat menjaga ketersediaan,
penyebaran, dan stabilitas harga gula
nasional, serta memberi kesempatan
usaha yang sama bagi industri besar
dan kecil dalam memperoleh GKR.
Pengaturan perdangan GKR melalui
pasar lelang dapat meningkatkan daya
saing usaha. Mekanisme pasar lelang
GKR ini santa membantu [IKM/UKM
mendapatkan akses langsung GKR
dari penjual dengan harga pasti dan
transparan karena sistem ini memotong
jalur distribusi,” tegasnya.

E-barcode pengawasan lebih akurat
Dengan sistem ini, pengawasan yang
dilakukan Pemerintahlehihakuratkarena
sistem ini dilengkapi barcode elektronik
(e-barcode). Kode yang terkandung
dalam e-barcode mengandung
informasi dan history perdagangan GKR
yang lengkap dan akurat, mulai dari
proses importasi bahan baku, produksi,

penjualan, pembelian, serta distribusi
gula.

la menjelaskan, sistem perdagangan
satu pintu melalui pasar lelang online
yang dilengkapi dengan e-barcode
akan memudahkan dalam melakukan
pengawasan perdagangan gula yang
lebih akurat dan akuntabel. Perdagangan
GKR melalui pasarlelang tidak mengubah
kegiatan bisnis industri pengguna GKR.

Hanya terdapat perubahan
pencatatan menjadi secara elektronik
(online]) pada sistem yang dibangun,
sehingga dapat mempermudah
pengawasan GKR yang beredar. Proses
penyelenggaraan lelang GKR secara
online ini dalam waktu dekat akan
disosialisasikan PT PKJ ke beberapa
wilayah di Indonesia.

Mekanisme lelang akan memberikan
dampak positif bagi Usaha Kecil dan
Menengah (UKM] yang menggunakan
sekitar 30 persen dari produksi gula
kristal rafinasi. Pemerintah menjadikan
pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah
bagi para pelaku usaha kecil. Misalnya,
jika mereka tidak memiliki badan hukum,
maka para UKM itu bisa membuat
kelompok untuk kemudian ikut lelang
gula rafinasi, dengan pembelian minimal
satu ton.

Jika sudah berjalan, kelompok
UKM yang belum berbadan hukum itu
akan diawasi oleh Kemendag guna
memastikan tidak ada penyelewengan
penggunaan gula kristal rafinasi (GKR]
yang mengakibatkan rembesan ke pasar
konsumsi.

Lelang online GKR membentuk
kesetaraan

Dengan adanya pasar lelang GKR ini
para UKM atau IKM [industri kecil dan
menengah] dapat memperoleh hahan
baku untuk meningkatkan kualitas
produk mereka. “Selama ini industri
makanan kecil menggunakan gula
kristal putih sebagai campurannya. Itu
seminggu sudah jamuran, tidak tahan
lama. Tapi kalau gunakan gula kristal
rafinasi, kualitasnya lebih bagus dan
lebih tahan lama. Masalahnya, selama

ini mereka tidak punya akses untuk
memperaoleh gula rafinasi itu. Yang bisa
mengakses adalah industri makanan
dan minuman besar,” jelas Bachrul
Chairi.

Selain  masalah  akses  untuk
mendapatkan  GKR, survei yang
dilakukan  PT  Surveyor Indonesia

menyatakan selama ini sekitar 300-
400 ribu ton GKR bocor ke pasar. Dari
gula yang merembes ke pasar inilah
para UKM membeli gula rafinasi dengan
harga Rp1.500-3.000 per kg lebih mahal
daripada GKR yang dibeli pengusaha
besar. “Memang lebih mahal, karena itu
di pasar gelap. Belum lagi kalau mereka
ketangkap polisi, mereka bisa ditahan.
ltu pembeliannya tergolong ilegal,”
ungkap Bachrul.

Melalui pasar lelang GKR yang
dilakukansecaraonlinediharapkanakses
para pengusaha kecil dan menengah
bisa diatasi, sehingga produksi industri
kecil dan menengah hisa berlangsung
lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan
sistem lelang ini pemerintah juga tidak

PASAR LELANG

akan mengalami kesulitan soal data
peredaran GKR di pasaran maupun

memantau kemungkinan terjadinya
kebocoran-kebaocoran.

Kepala Bappebti Bachrul Chairi
mengungkapkan  apresiasinya  atas

dukungan DPR terhadap pemberlakuan
pasar lelang gula rafinasi ini. “DPR
berpesan agar pengawasannya betul-
betul dijaga, agar IKM [Industri kecil dan
menengah] mendapatkan kebutuhan
gula mereka, dan tidak terjadi lagi
perembesan. Itu pesan mereka” tambah
Bachrul.
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